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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 2 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 11
TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN SERTA PEMERIKSAAN ALAT UKUR/TAKARAN,

TIMBANGAN DAN PERALATANNYA

Menimbang

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

a

BUPATI ACEH TAMIANG

bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) disektor Perindustrian dan Perdagangan,
serla dalam rangka penyelenggaraan olonomi dagrah
dipandang periu adanya pengaturan |zin Usaha industri
dan Perdagangan;

bahwa untuk lebinh efektifnya peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) diseklor usaha industri dan
perdagangan sertamenyesuaikan dengan kewenangan
pengaturan dalam ketentuan Peraturan Perundang-
undangan, maka perlu ditinjau dan dirubah serta

nakan Qanun Ki Aceh Tamiang
Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi |zin Usaha
industri dan Perdagangan serla Pemeriksadn Alat Ut/
Takaran, Timbangan dan Peralatannya serta diatur
kembali sesual dengan perkembangan;
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bahwa d gan imana
fersebut pada hurul a dan huruf b perlu membentui
Qanun tentang Perubahan Alat Ukur / Takaran,
Timbangan dan Peralatannya;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 181 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
‘Republik indonesia Nomor.3258);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negar Repubiik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 3274),

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1989 tentang
Penyelenggaraan Keistimowaan Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomeor 172, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987
tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesta Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Daerah |stimewa Aceh sebagai
Provinsi Nanggroe Acch Darussalam (Lembaran Negara
Repubiik Indoneia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
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Fayadan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Repubiik Indone-
sia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerindahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesfa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

atas Undang-Undang 32 Tahun2004
Eenlang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)
yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Momor
8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Repubiik Indonesta
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republikindonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1883 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);
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Peraturan Psmanmah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

garn F dan Provins
sebagal Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republiic
Indonesia Thaun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolzan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 fentang
Pedoman Peng: atas Peny

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986
tentang Ketentuan Umum Penyidik mengenal Penyidik
Pegawai Negeri Sipll di Likunguan Pemerintah Daerah
jo. Keputusan Menteri Dalam Neger Nomor4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemetintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman Tala Cara Pemungutan Retribusi
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175
Tahun 1997 Pedpman Tata Cara Pemungutan Retribusi
Daerah;

Keputusan Menterl Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 12/MPP/KEP/1 0/1998 jo. Nomor 327/MPP/KEF/
7/1999 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar
Perusahaan;
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